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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap

menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987
dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi

Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| = Tidak dilambangkan wa=dl
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w=h b =th
&=t L =dh
a=1ts ¢ = ,,(koma menghadap keatas)
e=] e =0
c=h w=f
& =kh d=q
a=d d=k
J=dz Jd=1
ST p=m
J=z g=n
G=S S=wW
=8y °o=h
ua =sh $=Yy

Hamzah (&) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk

pengganti lambang “g".
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C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = a misalnya J& menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 misalnya J:# menjadi qila
Vokal (u) panjang = 0 misalnya ¢s*  menjadi dina

Khusus untuk bacaanya®™ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya“™ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah fathah dituli

\s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J$# menjadi gawla Diftong (ay)

= ¢) misalnya »& menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (3)

“t”

“Ta” marbiithah ditransliterasikan dengan jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila “ta” marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w all Al dl menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

4 4aa jmenjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan ““al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh- contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya" Allahkanawamd lam yasya ' lam yakun.
4. Billah ,,azzawajalla
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh

berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Rl keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,
dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor

pemerintahan, namun ...”
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Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
kata ““salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmanWahid,”

“AminRais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.
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ABSTRAK

Meggamillanda Ihclasul Ummah, 18220088, 2022, Perlindungan Hukum Kuli
Bangunan Yang Terikat Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Hukum Islam. Skripsi,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti,
S.HIL., M.H

| —

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kuli Bangunan, Perjanjian Lisan

Lemahnya kekuatan perjanjian lisan dalam lingkup pekerja kuli bangunan
menjadi suatu pertimbangan yang harus diperhatikan, karena menyangkut beberapa
hak-hak yang seharusnya pekerja dapatkan, serta tingginya resiko kecelakaan kerja
yang akan terjadi. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 merupakan suatu
bentuk dari perwujudan perlindungan hukum preventif dari pemerintah untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Namun dalam pelaksanannya, tindakan
perlindungan hukum yang ada dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa
aspek yang belum semuanya dilaksanakan oleh perusahaan CV. Mutiara Indonusa,
dikarenakan ada beberapa kendala. Agama Islam juga memberikan perhatian terkait
perlindungan bagi pekerja, yang telah tercantum dalam hukum Islam

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi
kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara
Indonusa menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Dan mengetahui
pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi kuli bangunan yang
terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer yang diperoleh
dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari Peraturan Pemerintah,
Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Terdapat 5 tahapan analisis data dalam
penelitian ini yakni, edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kuli
bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa
belum terlaksana sepenuhnya oleh perusahaan, Sehingga terjadi ketidakseimbangan
hak dan kewajiban antara pihak perusahaan dan pekerja kuli bangunan. Perjanjian
lisan diperbolehkan apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi
sehingga terjadi keseimbangan. Jika ditinjau dari hukum Islam, perlindungan
hukum kuli banguna telah memenuhi semua aspek. Oleh karenanya, perlu
diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan kesejateraan pekerja yang sesuai
syariah Islam.

XX



ABSTRACT

Meggamillanda Ihclasul Ummah, 18220088, 2022, Legal Protection of Work-
Bound Building Coolies Based on Oral Agreements Perspective of
Government Regulation No. 35 of 2021 and Islamic Law. Thesis,
Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti,
S.HIL., M.H

——————_

Keywords: Legal Protection, Coolie Building, Oral Agreement

The weak strength of oral agreements within the scope of building coolie
workers is a consideration that must be considered, because it concerns some of the
rights that workers should get, as well as the high risk of work accidents that will
occur. Government Regulation No. 35 of 2021 is a form of embodiment of
preventive legal protection from the government to prevent before violations occur.
However, in its implementation, the legal protection measures in the regulation still
have several aspects that have not all been implemented by CV companies. Pearl
Indonusa, because there are several obstacles. Islam also pays attention to the
protection of workers, which has been listed in the five principles of Magashid
Sharia

In this study, it aims to determine the legal protection for building coolies
who are bound by work based on oral agreements in CV. Mutiara Indonusa
according to Government Regulation No. 35 of 2021. And knowing the view of
Islamic law on legal protection for building coolies who are bound by work based
on oral agreements.

This research is a type of empirical juridical research using a sociological
juridical approach, primary data sources obtained from interviews and observations
as well as secondary data from Government Regulations, Labor Law and Islamic
Law. There are 5 stages of data analysis in this study, namely, edit, classification,
verification, data analysis and conclusions

The results of this study show that the legal protection of building coolies
who are bound by work is based on an oral agreement in cv. Mutiara Indonusa has
not been fully implemented by the company, the work contract carried out still uses
an oral agreement, the determination of wages given is still under the UMK of
Malang Regency, and the provision of social security is only given in part because
the company considers it a cost burden, as well as safety guarantees that are not
paid attention to. So that there is an imbalance of rights and obligations between the
company and building coolie workers. if viewed from Islamic law, the legal
protection of building coolies according to Magashid Sharia, not all aspects are also
fulfilled. Therefore, it needs to be improved again to realize the welfare of workers
in accordance with the principles of Islamic sharia.

XXi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan masing-masing yang
digunakan dalam menunjang kehidupannya dengan berbagai upaya. Baik
kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder.
Oleh karenanya pekerjaan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki
oleh seseorang. Mengingat begitu pentingnya masalah bekerja dalam
kehidupan, maka Islam menganjurkan pada umatnya untuk bekerja.!

Sebagaimana dalil QS. At Taubah ayat 105

M@Q—’J‘}vﬁ-‘-“gﬂﬂﬂdﬁﬂj o513 Aj—wcﬂbﬁ‘\m s Gl J3

Artinya : "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Pekerjaan di Indonesia yang menunjukan peningkatan signifikan
saat ini adalah pekerja kuli bangunan. Kuli bangunan merupakan salah satu
yang termasuk ke dalam tenaga kerja. Pada dasarnya menurut Undang-
Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja adalah

setiap orang yang dapat melakukan suatu pekerjaan yang guna

Y Husni Fuaddi, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam, Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 1, Jun (2018). 22
2 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004)



menghasilkan suatu barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri ataupun untuk masyarakat. Salah satu bidang yang memerlukan
tenaga kerja kuli bangunan adalah perusahaan jasa kontruksi seperti CV.
Mutiara Indonusa.

Keterikatan kerja ini akan mengakibatkan hubungan hukum yang
lahir antara pihak perusahaan sebagai pemberi kerja dan kuli bangunan
sebagai penerima kerja. Dimana pada akhirnya akan melahirkan hak dan
juga kewajiban antar para pihak agar terciptanya tujuan yang diharapkan,
Hubungan yang terjadi ini diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan. Adanya
tenaga kerja ini, tentunya berasal dari suatu hubungan kerja antar pihak
berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.®

Hubungan kerja ini terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja
antara pekerja dengan majikan. Pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No.
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Hubungan
antara pengusaha dan pekerja adalah berdasarkan perjanjian kerja”.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat dikatakan ada tidaknya
suatu hubungan kerja, adalah ada tidaknya perjanjian kerja.* Pasal ini
menegaskan bahwa pentingnya perjanjian kerja sebagai suatu dasar
mengikatnya hubungan hukum yakni hubungan kerja. Dapat ditegaskan

kembali bahwa setiap hubungan yang di dasarkan atas perjanjian kerja

3 Ana Indriana, Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freeleancer (Harian
Lepas di Indonesia), Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 5 No.2 (2021). 122

4 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2010). 45



antara pekerja dengan pengusaha masuk dalam pengaturan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Wiwoho
Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha
untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.®
Semenjak lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden. Salah satunya yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan
Hubungan Kerja. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasannya
Perjanjian Kerja dibagi menjadi Perjanjian Waktu Tertentu dan Perjanjian
Waktu Tidak Tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PKWT didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Peraturan tersebut
diciptakan dengan harapan mampu menjawab tantangan dan dinamika
ketenagakerjaan, serta peningkatan pelindungan hak dan kesejahteraan bagi
Pekerja/Buruh dan menekankan pada aspek keselamatan dan kesehatan

kerja

> Wiwoho Soedjono,“Hukum Perjanjian Kerja”, (Jakarta : Bina Aksar, 2003). 9



Dengan adanya perjanjian para pihak yang telah disepakati akan
melahirkan suatu hukum, serta menimbulkan hak dan juga kewajiban antar
pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya hak dan kewajiban adalah sesuatu
yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan dengan seimbang.
Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi maka kehidupan para pihak
juga berjalan aman sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 merupakan suatu
bentuk dari perwujudan perlindungan preventif dari pemerintah yang
bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran sebab peraturan
ini dibentuk bertujuan untuk menetapkan suatu hukum agar mewujudkan
kehidupan manusia yang bermaslahat dan sejalan dengan syariat-syariat
Islam. Karena pada dasarnya segala perbuatan haruslah mempunyai nilai
maslahat atau bermanfaat serta mencegah dari segala hal yang buruk, sesuai
dengan kaidah figih.

cllaall cla e 3384 suldall £33

Artinya "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada

mendatangkan kemaslahatan”.®

Namun pada faktanya, pekerja kuli bangunan yang berkerja di CV.
Mutiara Indonusa masih terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan, membuat
mereka dalam keadaan yang dilematis. Pada satu sisi, mereka sangat

membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara

6 Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al Fighiyah (Kaidah-kaidah Figih), Palembang : CV. Amanah, 2019, him
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disisi lain, kontrak kerja yang dilakukan masih menggunakan perjanjian
secara lisan, tidak secara tertulis. Sehingga tidak ada jaminan yang kuat
terhadap perlindungan hukum terkait upah, tunjangan, serta keselamatan
kerja. Dalam setiap tahunnya dapat terjadi banyak kecelakaan yang dialami
oleh pekerja di tempat kerja yang mengakibatkan adanya kerusakan materi,
gangguan produksi, hingga mengakibatkan korban jiwa.” Kondisi ini
mengindikasi bahwa pekerja kuli bangunan membutuhkan perlindungan
hukum untuk menjamin hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Namun
pada kenyataannya, masih banyak pekerja kuli bangunan yang tidak
mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Sehingga mereka
hanya patuh dan tunduk pada peraturan yang sudah diberlakukan oleh
perusahaan.

Bentuk perjanjian yang hanya menggunakan secara lisan dan tidak
terdapat adanya perjanjian secara tertulis bisa merugikan pihak seperti
tenaga kerja. Hal ini tidak memungkinkan pengusaha dapat mengabaikan
hak-hak pekerja. Ada beberapa alasan yang menjadikan lemahnya posisi
tenaga kerja yang di perjanjikan kerja hanya secara lisan, yakni
ketidaktahuan dari salah satu pihak pekerja dan pengusaha. Kemudian
karena kekosongan hukum serta adanya itikad yang tidak baik dari

pengusaha pengusaha dan ketidaktahuan pekerja.®

7 Kani, Bobby Rocky, Robert Jm Mandalagi, Johan P Rantung, And Grace Y. Malingkas.
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Proyek PT.
Trakindo Utama).” Jurnal Sipil Statik, No. 6 (2013)

8 Surya Adinata, Analisis Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja
Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:41/G/2009/PHI.Mdn), 2010



Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, tentunya hal
ini menjadi sebuah problometika, dikarenakan Perusahaan Kontruksi CV.
Mutiara Indonusa masih menggunakan perjanjian secara lisan dengan
pekerja kuli bangunan, Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang
Terikat Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Hukum Islam. Hal ini diperlukan
agar pengusaha dan pemerintah lebih memperhatikan jaminan perlindungan
yang kuat bagi pekerja kuli bangunan yang masih terikat kerja berdasarkan
perjanjian lisan, dikarenakan lemahnya posisi tenaga kerja yang di
perjanjikan kerja hanya secara lisan jika terjadi suatu permasalahan
dikemudian hari serta terwujudnya syariat Islam bagi semua pihak dengan

perjanjian yang telah dibuat, sehingga terciptanya kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang terikat
kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa
perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ?

2. Bagaimana perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang terikat
kerja berdasarkan perjanjian lisan berdasarkan perspektif Hukum

Islam?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang
terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa
menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang
terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan berdasarkan perspektif

Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang baik
atau manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman
betapa pentingnya kesadaran kita sebagai masyarakat dalam
pemenuhan hak-hak bagi pekerja kuli bangunan yang masih terikat
kerja dengan perjanjian secara lisan, guna memenuhi kebutuhan
mereka dan juga kesadaran bagi pengusaha untuk memenuhi
kebutuhan bagi pekerja kuli bangunan, sehingga dapat menciptakan
suatu hubungan kerja yang baik antara pihak-pihak yang
bersangkutan di dalamnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi pekerja kuli bangunan



Dapat memberikan kesadaran bagi pekerja kuli bangunan
yang masih terikat kerja dengan perjanjian lisan terkait hak
dan juga kewajiban mereka, sehingga ketika melakukan
suatu pekerjaan tidak hanya untuk mendapatkan upah saja,
melainkan menuntut hak yang seharusnya mereka terima.
Sehingga akan menciptakan suatu hubungan yang baik serta
berkelanjutan

b. Bagi pengusaha
Dapat memberikan suatu pemahaman tentang kewajiban
yang harus dilakukan  bagi  pengusaha  dalam
memperkerjakan pekerjanya sebagaimana yang telah
diperjanjikan menurut peraturan perundang-undangan yang
telah diberlakukan. Sehingga tidak terjadi suatu hubungan
kerja yang dapat merugikan bagi pihak pekerja kuli
bangunan

c. Bagi pemerintah
Dapat mendorong pemahaman bagi pemerintah untuk lebih
memperhatikan dan bersikap aktif dalam menanggapi
permasalahan kerja yang ada di dunia perindustrian yang
semakin pesat, sehingga kedepannya dapat menciptkan
hubungan kerja yang baik antara beberapa pihak.

d. Bagi Masyarakat



Dapat memberikan sebuah pengetahuan yang ada dalam
dunia kerja, sehingga dapat menjadikan masyarakat mampu
berfikir dan juga bertindak secara kritis ketika menghadapi
suatu keadaan yang timpang dalam hubungan kerja yang
terjadi di lingkungannya, sehingga dapat terwujudnya suatu

hubungan kerja yang baik pada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih substansif
dari suatu konsep, sehingga pembaca dapat mencapai suatu alat ukur yang
sesuai dengan hakikat dari variable yang sebelumnya sudah didefisinikan
konsepnya. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk memasukkan proses atau
operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi variable
yang ditulis peneliti. Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca
terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti memberikan
beberapa penjelasan terkait judul yang diangkat, sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum adalah segala upaya untuk
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat
agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai
upaya hukum, yang wajib untuk diberikan oleh apparat penegak

hukum untuk memberikan suatu rasa aman, tentram baik secara fisik

10



maupun fikir dari segala sesuatu gangguan dan juga ancaman yang
mungkin terjadi dari pihak manapun. Menurut Soetiono,
Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan
ketertiban dan juga ketentraman sehingga memungkinkan manusia
untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
2. Perjanjian Kerja Lisan
Perjanjian kerja secara lisan adalah hubungan kerja yang
dibuat tanpa adanya penandatangan perjanjian kerja, perjanjian kerja
lisan cukup dengan pernyataan bersama yang telah disetujui oleh
kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi. Begitu halnya dengan pengaturan hak
dan juga kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam perjanjian
secara lisan juga mengacu pada peraturan ketenagakerjaan.
3. Hukum Islam
Hukum Islam menurut Prof Mahmud Syaltout menyatakan
bahwasannya, hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh
Allah SWT supaya manusia berpegang teguh pada-Nya di dalam
hubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan
saudaranya sesame manusia, beserta hubungannya dengan alam

seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.®

% Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Logos Wacana limu, 1997). 12
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F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika
pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang
jelas dan juga terarah secara terstuktur meliputi beberapa bab yang masing-
masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok
permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat
diuraikan sebagai berikut.

BAB | Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa
latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan
dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub
bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang
bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan
penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab
keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan
juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap
kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub
bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstuktur

BAB Il Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan
bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah
dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan
Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan

konseptual dan teoritis meliputi tinjauan umum perjanjian, perjanjian kerja,
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konsep perlindungan hukum, dan hukum Islam sebagai dasar pengkajian
analisis permasalahan yang akan diangkat.

BAB IIl Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis
penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis (sociological jurisprudensce) . Lokasi penelitian
dilaksanakan di Perusahaan Kontruksi CV. Mutiara Indonusa. Jenis dan
sumber data penelitian meliputi wawancara, observasi dan juga
dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir
adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit,
Klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi
penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguaraian yang
kemudian dilakukan Klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan
untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan
menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang
diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V  Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil
pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari
permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada
bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak

untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya mencari perbandingan
dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian
selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu dalam pelaksanaan
penelitian dalam memposisikanserta menunujukkan orisinalitas dari
penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil dari
penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang
hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat
sejauh mana orisinalitas dan juga posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain

1. Skripsi oleh Annisa Suci Az Zahro (Universitas Muhammadiyah
Palembang, 2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap
Buruh yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis”, karya
ini ditulis dalam skripsi dengan metode penelitian normatif bersifat
deskriptif yang diterbitkan pada tahun 2019. Adapun kesimpulan
yang dapat ditarik adalah dalam bekerja buruh/pekerja yang
membuat perjanjian kerja secara lisan akan menimbulkan kurangnya
mendapatkan perlindungan hukum bagi buruh/pekerja baik dalam

sistem pengupahan, keselamatan kerja, kesehatan Kkerja serta
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program jaminan sosial tenaga kerja. Sehingga akan menyebabkan
status pekerja/buruh menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan status ini
sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pekerja/buruh diberhentikan
tanpa uang pesangon.*®

2. Skripsi oleh Gabriela Chatrin Simanjutak (Universitas Medan,
2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian
Lepas Studi Pada (CV. Mandiri Indah Prima)” skripsi ini ditulis
dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Adapun
kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya hak dan kewajiban para
pihak yakni pengusaha dan pekerja CV. Mandiri Indah Prima serta
waktu kerja dicantumkan dalam perjanjian kerja yang disepakati.
Selain itu mengenai pemberian upah juga dapat dilakukan negosiasi
antara pengusaha dan pekerja. Namun mengenai perlindungan atas
pekerja tidak diatur dalam perjanjian kerja, hal ini juga salah satunya
disebabkan tidak adanya serikat buruh dalam CV. Mandiri Indah
Prima yang dapat melakukan perundingan atas pembentukan
perjanjian kerja tersebut. Sehingga adanya ketimpangan dalam
pemenuhan hak-hak pekerja harian lepas di CV. Mandiri Indah
Prima.!!

3. Skripsi  oleh  Singgih  Bramantio Arganta (Universitas

Muhammadiyah Medan, 2017) dengan judul “Akibat Hukum

10 Annisa Suci Az Zahro, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh yang Bekerja Tidak Berdasarkan
Perjanjian Tertulis, (Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 63

11 Gabriela Chatrin Simanjutak, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Studi Pada
(CV. Mandiri Indah Prima), (Medan : Universitas Medan, 2019), 98
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Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum
Ketenagakerjaan” pada skripsi ini ditulis dengan menggunakan jenis
pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini
bahwasannya Akibat Hukum Hubungan Kerja Yang Didasari Pada
Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Ketentuan Hukum
Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian kerja secara lisan, menimbulkan
beberapa akibat hukum, jika hubungan kerja tersebut dalam bentuk
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat secara lisan,
maka statusnya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Dalam Hubungan Kerja Yang Didasari Pada Perjanjian Secara Lisan
Menurut Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian kerja
secara lisan belum mampu memberikan perlindungan hukum
seutuhnya kepada para pihak, khususnya pekerjal?

4. Skripsi oleh Juwita Sari Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia Perspektif
Prinsip Muamalah” pada skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan
adalah jenis penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-
undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni ketentuan
outsourcing di Indonesia sangat tidak selaras dengan prinsip

muamalah karena dalam ketentuan tersebut lebih dominan

12 Singgih Bramantio Arganta, Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif
Hukum Ketenagakerjaan, (Medan : Universitas Muhammadiyah Medan, 2017)
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merugikan para pekerja dan ini tidak dianjurakan penerapannya
dalam islam. Karena islam melarang bermuamalah dengan cara
merugikan orang lain.3

Skripsi oleh Hanip dengan judul “Implementasi Perlindungan
Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang Sidoarjo (Tinjauan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dan Hukum Islam) jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini
adalah yuridis empiris. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik
bahwasannya perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu
seperti berlakunya pemagangan selama 6 bulan dan pemberian kerja
diluar jam kerja di Indomaret cabang Sidoarjo belum sepenuhnya
sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Pengaturan dalam hukum islam sudah sesuai

berdasarkan bentuk dan isi perjanjian kerja yang telah disepakati.

13 Juwita Sari Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia
Perspektif Prinsip Muamalah, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

2017), 73

14 Hanip, Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang Sidoarjo
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam),
(Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) 69
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Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan dari lima penelitian

terdahulu
No. | Identitas Judul Persamaan | Perbedaan
Penelitian
1. | Annisa Suci Az | Perlindungan Sama-sama Pada penelitian
Zahro, Skripsi | Hukum membahas terdahulu ini
Program Studi | Terhadap Buruh | terkait objek yang
[Imu  Hukum, | yang  Bekerja | perlindungan | difokuskan
Fakultas Tidak hukum  bagi | adalah para
Hukum, Berdasarkan pekerja yang | pekerja  buruh
Universitas Perjanjian masih terikat | perusahaan,
Muhammadiyah | Tertulis kerja sedangkan objek
Palembang, menggunakan | pada penelitian
2019 Perjanjian yang dilakukan
Lisan  atau | oleh peneliti
Perjanjian lebih  terfokus
Tidak pada para kuli
Tertulis, dan | kerja bangunan
metode dengan
penelitian menggunakan
yang perspketif PP
digunakan No.35  Tahun
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sama 2021 dan Hukum
menggunakan | Islam
metode
yuridis
empiris
Gabriela Perlindungan Fokus Pada penelitian
Chatrin Hukum penelitian terdahulu ini
Simanjutak, Terhadap terdahulu ini | lebih
Skripsi Program | Pekerja Harian | sama memfokuskan
Kekhususan Lepas Studi | membahas memgenai
Hukum Perdata | Pada (CV. | terkait proses
BW, Fakultas | Mandiri  Indah | perlindungan | pelaksanaan
Hukum, Prima) hukum bagi | perjanjian bagi
Universitas pekerja pekerja  harian
Sumatera Utara, harian lepas | lepas di CV.
2019 khususnya Mandiri  Indah
pekerja  kuli | Prima,sedangkan
bangunan, pada penelitian

serta metode
penelitian
yang
digunakan

Sama-Sama

selanjutnya
terfokus  pada
upaya
perlindungan

hukum bagi
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menggunakan

pekerja kuli

yuridis bangunan yang
empiris masih terikat
kerja
berdasarkan
perjanjian kerja
lisan
Singgih Akibat Hukum | Fokus Objek pada
Bramantio Perjanjian Kerja | penelitian penelitian
Arganta, Skripsi | Secara Lisan | terdahulu ini | terdahulu ini
Fakultas Menurut sama lebih  terfokus
Hukum Perspektif membahas pada kedudukan
Universitas Hukum terkait tenaga | perjanjian kerja
Muhammadiyah | Ketenagakerjaan | kerja ~ yang | yang dibuat

Sumatera Utara

Medan, 2017

masih terikat
kerja
berdasarkan
perjanjian

lisan,

secara lisan serta
akibat  hukum
yang  didasari
pada perjanjian
kerja lisan.
Sedangkan

penelitian

selanjutnya lebih

terfokus  pada
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perlindungan
hukum bagi kuli
bangunan yang
terikat kerja
dengan
perjanjian lisan.
Metode
penelitian
hukum yang

digunakan pada

penelitian
terdahulu ini
adalah  yuridis
normatif
Juwita Sari | Perlindungan Fokus Subjek yang
Dewi,  Skripsi | Hukum penelitian dituju pada
Program Terhadap terdahulu ini | penelitian
Hukum Tenaga  Kerja | sama terdahulu ini
Ekonomi Sistem membahas lebih  terfokus
Syariah Outsourcing Di | terkait pada tenaga
Fakultas Indonesia perlindungan | kerja
Syariah Perspektif hukum outsourcing yang
Universitas ada di Indonesia,
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Islam  Negeri | Prinsip terhadap sedangkan
Maulana Malik | Muamalah tenaga kerja | penelitian
Ibrahim selanjutnya
Malang, 2021 mengkhususkan
kepada tenaga
kuli bangunan.
Metode
penelitian ini
menggunakan
metode studi
kepustakaan
Tinjauan Islam
yang digunakan
adalah  Hukum
Islam
Hanip, Skripsi | Implementasi Sama-sama Subjek yang ada
Program Perlindungan membahas pada penelitian
Hukum Hukum Pekerja | terkait terdahulu ini
Ekonomi Kontrak di | perlindungan | terfokus  pada
Syariah Indomaret hukum bagi | Pekerja Kontrak
Fakultas Cabang Sidoarjo | tenaga kerja | yang berada di
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Syariah (Tinjauan Indomaret.

Universitas Undang-Undang | Metode Sedangkan
Islam  Negeri | Nomor 13 | penelitian penelitian
Maulana Malik | Tahun 2003 | yang selanjutnya lebih
Ibrahim Tentang digunakan terfokus  pada

Malang, 2016 Ketenagakerjaan | juga  sama | kuli  bangunan

dan Hukum | menggunakan | yang ditinjau
Islam) metode dengan Hukum
yuridis Islam
empiris

B. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap suatu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan
bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seseorang berjanji kepada orang lain atau dalam artian kedua orang
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tesebut saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu dari

peristiwa ini sehingga timbul hubungan perikatan.'®

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Perjanjian adalah
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan
dengan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat dari hukum”.
Maka dari itu kedua pihak tersebut akan sepakat terhadap peraturan
atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka
sehingga wajib untuk ditaati dan juga harus dijalankan. Berdasarkan
kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum.
Hal ini juga akan menimbulkan hak dan kewajiban, kemudian jika
salah satu diantara keduanya melanggar kesepakatan tersebut maka
aka nada akibat hukum di dalamnya. Pihak yang melanggar akan
dikenakan akibat hukum atau diberikan sebuah sanksi atas perbuatan

tersebut.1®

Dari pengertian perjanjian yang sudah dijelaskan diatas, dapat

ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, perjanjian itu terdiri dari :

1. Adanya pihak-pihak

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sedikitnya ada dua
orang atau lebih. Pihak inilah yang kemudian disebut dengan
subyek perjanjian. Pihak yang dimaksud dapat berupa manusia

ataupun badan hukum dan tentunya memiliki suatu kewenangan

15 R. Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta : Intermasa, Intermasa) 1
16 Sudikno Mertokoesumo, “Mengenal Hukum”, (Yogyakarta : Liberty). 82
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untuk melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan dengan
Undang-undang yang telah diberlakukan.
2. Ada persetujuan antara para pihak

Dalam persetujuan diantara pihak tersebut sifatnya tetap
bukan hanya suatu perundingan. Umumnya pada perundingan
dibicarakan mengenai syarat-syarat dan juga obyek perjanjian
sehingga timbulah suatu persetujuan.
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Maksud dari prestasi dalam perjanjian ini adalah suatu
kewajiban yang harus dipenuhi dan juga dilakukan oleh pihak-
pihak yang terlibat dengan syarat-syarat yang sudah ada dalam
perjanjian tersebut
4. Ada perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tulis

Bentuk dalam perjanjian diperlukan karena ada ketentuan di
dalam Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dengan
adanya bentuk ini lah, maka perjanjian akan mempunyai sebuah
kekuatan yang mengikat dan tentunya juga mempunyai bukti
yang kuat.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian tersebut

Syarat-syarat yang ada dalam isi perjanjian ini meliputi
syarat pokok yang akhirnya akan menciptakan hak dan
kewajiban pokok bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu

karena dilakukan bagi masing-masing pihak.
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6. Terdapat tujuan yang akan dicapai
Dalam menentukan isi perjanjian, tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang yang sudah diberlakukan, meskipun

pada dasarnya didasarkan dengan asas kebebasan berkontrak

b. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Setelah dijelaskan mengenai beberapa pengertian dari
perjanjian, maka hal lain yang harus diketahui dalam melakukan
perjanjian yang dibuat agar memiliki suatu kekuatan hukum
yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, adalah
tercapainya syarat sah perjanjian. Jika syarat sah perjanjian ini
tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal
atau bahkan batal demi hukum.

Syarat sah perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang
menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat yang harus dipenuhi :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

Kesepakatan diperlukan dalam melakukan suatu
perjanjian, hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus
memiliki kebebasan berkontrak, dimana para pihak tidak ada
paksaaan atau tekananan yang mengakibatkan adanya cacat
dalam melakukan kehendaknya, ada tiga sebab yang dapat

membuat kesepakatan tersebut tidak sah yakni adanya unsur
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paksaan (dwang), unsur kekeliruan (dwaling) dan unsur
penipuan. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjin harus bersepakat atau setuju terkait
hal-hal pokok dari pernjanjian yang sudah dilakukan.
2. Kecapakan para pihak dalam membuat perjanjian

Pihak yang membuat perjanjian adalah orang-orang yang
sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap sudah
cakap menurut hukum. Seseorang yang sudah dianggap
cakap oleh hukum adalah orang sudah berumur 21 tahun
keatas, kecuali dikarenakan adanya suatu hal tertentu dia di
taruh bawah pengampuan seperti buta, dungu, sakit ingatan
atau pemboros.

Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwasannya
orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian
adalah®’ :

1) Orang-orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang

ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umunya
semua orang kepada siapa undang-undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
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3. Suatu hal tertentu

Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah suatu
perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Yang
dimaksudkan “suatu hal tertentu” ini adalah obyek dari
perjanjian itu sendiri. Jika dilihat menurut Pasal 1333 Kitab
Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) "Suatu perjanjian
harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya.” Tidaklah menjadi halangan
bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.
4. Suatu sebab halal

Maksud halal dalam syarat perjanjian ini adalah isi
dari perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma agama,

kesusilaan dan juga ketertiban umum.*8
2. Perjanjian Kerja
a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja menurut Pasal 1601 KUHPerdata
disebutkan bahwa Perjanjian Kerja adalah ssuatu perjanjian
dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk

dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu

18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320
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waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima
upah”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa “Perjanjian
kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.%°

Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada
pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk
mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Sedangkan H. Manulang mengungkapkan bahwa
hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha
dengan pekerja yang timbul karena perjanjian yang diadakan
untuk aktu tertentu maupun waktu tidak tentu.?° Hubungan
kerja meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Pembuatan perjanjian kerja

b. Kewajiban para pihak

c. Berakhirnya hubungan kerja

1% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1

20 Sunjung H. Manulang, Pokok — Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta : Rineka

Cipta, 1990). 63
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d. Cara penyelesaian perjanjian kerja

Perjanjian kerja pada dasarnya memuat pula atas
ketentuan-ketentuan yang berkenaaan dengan hubungan kerja
yakni hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban
majikan, yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan oleh
majikan yang disebut dengan peraturan perusahaan dan dapat

pula diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB).%

b. Unsur Perjanjian Kerja

Berdasarkan dari pengertian perjanjian yang sudah
dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian
yaitu :

1) Adanya unsur pekerjaan
Ketika melakukan suatu pekerjaan harus ada
pekerjaan atau obyek yang diperjanjian didalamnya,
pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh
para pekerja, dapat menyuruh orang lain ketika sudah
ada izin dari orang lain. Pernyataan ini sudah
dijelasakan dalam KUHPerdata 1603a yang
menyatakan bahwa “Buruh wajib melakukan sendiri

pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat

21 Muhammad Regen Pohan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan, MLJ Merdeka Law Journal Vol. 1 (2)

(2020).65
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2)

3)

menyuruh orang ketiga menggantikannya” sifat dari
pekerjaan yang dilakukan pekerja itu sangat pribadi
karena bersangkutan dengan ketrampilan atau
masing-masing dari keahliannya. Oleh karena itu
menurut hukum, apabila seorang pekerja tersebut
meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus
demi hukum

Adanya unsur perintah

Perwujudan dari suatu pekerjaan yang diberikan
kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerjaan
yang bersangkutan harus mematuhi pada segala
perintah dari pengusaha untuk melakukan suatu
pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan sebelumnya. Bentuk dari perintah
tersebut dapat secara tertulis yang terdapat dalam
perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan ataupun
perjanjian kerja bersama. Pekerja haruslah mentaati
segala perjanjian yang sudah diberlakukan di dalam
perusahaan tempat ia bekerja.

Adanya waktu tertentu

Waktu tertentu memiliki pengertian yang sangat luas,
dapat berarti waktu tidak tertentu, artinya

berakhirnya waktu perjanjian pada saat perjanjian
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4)

kerja tidak ditetapkan, atau waktu tertentu, yang
berarti berakhirnya waktu perjanjian ditetapkan pada
saat dibuat perjanjian atau berakhirnya disetujui pada
saat pekerjaan yag disepakati selesai.

Adanya unsur upah

Upah menjadi pokok yang sangat penting dalam
suatu perjanjian kerja. karena tujuan utama dari
seorang pekerja adalah untuk menghasilkan upah.
Oleh karenanya, jika tidak ada unsur upah, maka
tidak dapa dikatakan hubungan kerja. Pemberian
upah ini menjadi suatu penegasan pemabayaran
prestasi yang di berikan. Kemudian pembayaran
upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk
uang, namun  demikian  dalam  praktek
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tidak menutup kemungkinan

menggunakan barang, tetapi jumlahnya dibatasi.??

c. Jenis-jenis Perjanjian Kerja

Jenis dari perjanjian kerja ini pada dasarnya dapat

dibedakan atas lamanya waktu yang sudah disepakati dalam

22 yuliana Yuli W, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara
Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember

(2018). 207
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perjanjian kerja, yakni dapat dibagi menjadi Perjanjian Waktu
Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja
Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) merupakan “Perjanjian Kerja
antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
suatu hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk

pekerjaan tertentu.

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 hanya didasarkan atas jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian
waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya pekerjaannya

diperkirakan akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 5 tahun

b) Pekerjaan yang bersifat musiman

33



c) Pekerjaan yang sekali selesali
d) Pekerjaan yang sementara sifatnya

2. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian untuk waktu tidak tertentu adalah suatu
perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu
perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya.
Dalam perjanjian ini dapat mensyaratkan masa percobaan
kerja selama paling lama 3 bulan, dan ini masa ini pengusaha
tidak diperkenankan untuk membayar upah dibawah upah
minimum yang berlaku. Apabila masa percobaan sudah
dilewati maka pekerja tersebut berganti status menjadi
pekerja tetap yang juga memiliki hak sebagaimana yang
sudah diatur dalam perundang-undangan, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.?
d. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
1) Perjanjian Kerja Secara Lisan

Perjanjian Kerja Lisan merupakan suatu hubungan
kerja tanpa adanya penandatanganan perjanjian kerja, hal ini
dikarenakan tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani,

maka hubungan kerja tersebut akan mengacu pada peraturan

23 Sentosa Sembiring, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang
Ketenagakerjaan”, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2005). 38
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ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan ketenagakerjaan
tidak membedakan pengaturan hak dan kewajiban pekerja
dan pengusaha dalam hal perjanjian kerja yang dibuat secara
lisan maupun secara tertulis, yang membedakannya hanya
bentuknya saja yaitu terhadap perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara
kedua belah pihak yang dituangkan didalam suatu surat
perjanjian dan terhadap perjanjian kerja yang dibuat secara
lisan tidak adanya dibuat surat perjanjian yang
ditandatangani kedua belah pihak. Apabila dibuat secara
lisan maka cukup dengan pernyataan yang secara bersama
disetujui oleh kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan

oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

2) Perjanjian Kerja Tertulis

Perjanjian kerja secara tertulis wajib dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan huruf latin. Ketentuan dalam
perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat
sekurang kurangnya rangkap 2, yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Dalam

hal perjanjian dibuat secara tertulis, maka biaya akta dan
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biaya tambahan lainya menjadi tanggungan
majikan/pengusaha (Pasal 1601 huruf (d) KUH Perdata).
Ketentuan mengenai perjanjian kerja yang dibuat secara
tertulis telah diatur dalam Pasal 54 ayat 1 UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan,

3. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan
yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk
perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang
bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran dari fungsi hukum, yakni konsep dimana hukum
tersebut dapat memberikan suatu ketertiban, keadilan,
kemanfaatan, kedamaian, dan juga kepastian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung,
perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata
perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki
kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur Tindakan melindungi,

unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, Kkata
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melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan
cara tertentu.?

Soetiono menyatakan bahwa perlindungan hukum
adalah suatu Tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbatan sewenang-wenangnya oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan juga ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai  manusia.  Sedangkan  Satjito  Rahardjo
mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan
suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia
kekuasaan kepadanya untuk berindak dalam rangka
kepentingannya tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, Perlindungan Hukum adalah Jaminan
perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada
warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban,
dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dapat Kkita ketahui

bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka). 595
25 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003). 121
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perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap
warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang

melanggar.

Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan
suatu hal yang dapat melindungi bagi para subjek hukum
dengan melalui suatu peraturan perundang-undangan yang
sudah  diberlakukan dan juga dipaksakan dalam
pelaksanaannya dengan adanya suatu sanksi. Perlindungan

hukum dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan  Hukum  Preventif ialah
perlindungan yang pemerintah berikan dengan
bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
suatu pelanggaran. Perlindungan ini terdapat pada
peraturan perundang-undangan dengan tujuan
untuk mencegah adanya pelangaran dengan
memberikan batasan dan rambu-rambu Kketika

melaksanakan kewajiban
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2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum Represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan
seperti hukuman penjara, denda dan juga hukuman
tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu

pelanggaran yang dilakukan atau terjadi sengketa.
b. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Mengingat betapa begitu pentingnya peran pekerja
atau buruh bagi perusahaan, pemerintah dan juga
masyarakat, maka sangat diperlukan dilakukannya
pemikiran agar para pekerja bisa mendapatkan suatu jaminan
keselamatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk
menjaga keselamatan dan terlaksananya pekerjaan,
pekerja/buruh  wajib untuk mendapatkan perlindungan
terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin
adanya hak-hak dasar yang harus didapatkan pekerja/buruh
dan menjamin atas kesempatan, kesamaan serta perlakuan
tanpa adanya suatu hal yang membedakan atas dasar untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
yang juga harus tetap memperhatikan perkembangan

kemajuan dunia usaha.?®

26 Rachmat Trijono, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2014). 53
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Menurut H. Zainal Asikin mengemukakan bahwa
perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi
tiga macam yakni :

1. Perlindungan secara ekonomis

Perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang
cukup, termasuk apabila pekerja tersebut tidak bekerja diluar
kehendaknya. Atau dapat dikatakan suatu jenis perlindungan
yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan
penghasilan kepada pekerja/buruh yang cukup guna
memenuhi segala kebutuhan sehari-hari baginya dan juga
keluarganya, termasuk terkait pekerja yang tidak mampu
bekerja dikarenakan sesuatu hal diluat kehendaknya.
Perlindungan jenis ini disebut dengan Jaminan Sosial

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga
kerja yang berbentuk jaminan kesehatan kerja, dan juga
kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi. Dalam artian lain perlindungan sosial adalah
suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan yang bertujuan untuk memungkinkan
tenaga kerja  mengembangkan dan  mengenyam

kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan
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utamanya sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.

Perlindungan ini disebut juga dengan Kesehatan kerja.

3. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis merupakan perlindungan tenaga
kerja dalam bentuk keselamatan dan juga keselamatan atau
suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha
untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan
yang mungkin akan terjadi yang dapat ditimbulkan oleh alat-
alat kerja atau bsuatu bahan yang dikerjakan. Perlindungan

ini disebut dengan keselamatan kerja.?’

Selain perlindungan terhadap pekerjanya, terdapat

jenis perlindungan lain, yaitu:

a. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992 disebutkan bahwa Jamsostek merupakan
suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

27 7ainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 76
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tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,

bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 2

Pengertian dari Jaminan Sosial dapat diartikan
secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit.
Mengenai pengertian dalam arti luas jamninan sosial ini
meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh
masyarakat ataupun pemerintah yaitu :Usaha-usaha yang
berupa pengembangan dan juga pencegahan, yaitu
usaha-usaha pada bidang kesehatan, keluarga berencana,
bantuan hukum, pendidikan dan lain-lain yang dapat

dikelompokkan dalam pelayanan sosial.

b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan

Perlindungan bagi pekerja ini diatur dalam Pasal
86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap
pekerja/buruh  mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan Kkerja,
moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama.

28 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
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Bagi pekerja/buruh, adanya perlindungan
keselamatan kerja akan menimbulkan rasa tentram
sehingga pekerja/buruh dapat mengutamakan perhatian
pada pekerjannya dengan semaksimal mungkin tanpa
adanya rasa khawatir ketika dikemudian hari akan
tertimpa kecelakaan kerja. Bagi Pengusaha, adanya
peraturan keselamatan kerja yang diberlakukan di
perusahaannya akan dapat meminimalisir terjadinya
kecelakaan kerja yang akan menyebabkan pengusaha
harus memberikan jaminan sosial.

Bagi pemerintan dan masyarakat, dengan
diberlakukan nya peraturan keselamatan kerja, maka
segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh pemerintah
dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat serta
meningkatnya produksi perusahaan baik dari segi
kuantitas maupun kualitas.?®

c. Perlindungan upah
Perlindungan upah adalah suatu hal yang sangat
penting bagi pekerja. Bentuk dari perlindungan terhadap
upah pekerja dalam mencapai tujuan mereka ketika

bekerja untuk menghasilkan pendapatan yang dapat

2% Ngabidin Nurcahyo, Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan
perundangundangan di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, 74
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mencukupi  kehidupannya dan keluarganya yakni
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Para pekerja
berhak untuk mendapatkan upah selama mereka
melakukan pekerjaannya, maka majikan wajib

memberikan upah tersebut.
4. ljarah

a. Pengertian ljarah
ljarah secara bahasa memiliki dua arti, ijarah merupakan
isim masdar dari lafadz sl - >3 berarti memberi hadiah/ upah.
Sedangkan dalam arti lain ijarah berasal dari lafadz _bal) yang
berarti sewa-menyewa.® Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual
beli jasa (upahmengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia,
ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa Yyakni mengambil
manfaat dari barang.
Sedangkan pengertian menurut istilah, terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama, antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah: Akad atas suatu
kemanfaatan dengan pengganti.
2. Menurut Syafi“iyah bahwa ijarah adalah: Akad atas suatu

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,

30 Mohammad Nadzir, Figh Muamalah Klasik, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 69.
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serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti

tertentu.

3. Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa ijarah adalah:
Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu
tertentu dengan pengganti.

4. Menurut Sayyid Sabig bahwa ijarah adalah jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan kompensasi.

Jumhur ulama figh berpendapat bahwa ijarah adalah
manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil
susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua
itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

b. Landasan Hukum ljarah

1) Al-Qur’an

QS. Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi :

d,;,:,u, u@;\sxeixéumgﬂ)\\jmwdxw\ux
S O3l G A 3 dely bl |,

Artinya : Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada
orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan.3!

2) As - Sunnah

31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005), 37.
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Diriwayatkan dari lbnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW.
bersabda: “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu
upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan
Muslim)

Ab e Giay ol Joal paY) she) 1 JB alug dule Al e 10 o) Gl 0o g

(QLAQ,\\D\JJ)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah
SAW. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum
keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah).*

c. Rukun dan Syarat ljarah
1. Rukun ljarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan gabul

antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, aliktira’,

dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada

4 yaitu :

a. Aqgid (orang yang akad) yaitu pihak yang melakukan
akad yakni pihak yang menyewa/ pengguna jasa
(musta’jir) dan pihak yang menyewakan/ pemberi jasa
(mu’jir).

b. Shighat Yakni ijab dan gabul berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara
verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi

dan sah apabila ada ijab dan gabul, dalam bentuk

32 Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, Tarjamah Bulughul Maram, hadits ke — 875, 336.
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perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang
menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah
pihak dalam melakukan sewa-menyewa. Shighat ijab dan
gabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang
menyewakan suatu barang atau benda.

c. Ujrah (uang sewa atau upah)
Ujrah harus ditentukan di awal dan di sepakati kedua
belah pihak.

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa
atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2. Syarat ljarah
Menurut M. Ali syarat-syarat ijarah adalah :

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh
dan berakal (Mazhab Syafi“i Dan Hambali). Dengan
demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti
anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri
mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa),
maka ljarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi
dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus
mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun
boleh melakukan akad ljarah dengan ketentuan disetujui

oleh walinya.
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2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan
kerelaannya untuk melakukan akad ljarah itu, apabila salah
seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya
tidak sah.

3) Manfaat yang menjadi objek ljarah harus diketahui secara
jelas, sehingga tidak terjadi perselisinan dibelakang hari
jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

4) Objek ljarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara
langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama
figih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa
sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan
langsung oleh penyewa.

5) Objek ljarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh
sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh
menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk
membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan
rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi
(pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan
rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka

beribadat.*?

33 Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-
empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang
menngkaji beberapa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan dengan
keadaan yang ada di lapangan atau penelitian yang dilakukan berfokus
tehadap apa yang tejadi sebenarnya di lapangan yang bertujuan untuk
menemukan berbagai fakta dan data yang akan dibutuhkan. Yang mana data
tersebut akan diidentifikasi untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan
permasalahan yang diteliti berdasarkan dengan peraturan perundang-

undangan.

Sudut empiris yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara
mengumpulkan berbagai data primer berdasarkan wawancara dan juga
pengamatan mengenai upaya perlindungan hukum kuli bangunan yang
masih terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa.
Selanjutnya tinjauan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menganalisa dan mengkaji keterkaitan pelaksanaan perlindungan
hukum kuli bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
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B. Pendekatan Penelitian

Untuk menghasilkan pengolahan data yang terarah, dalam
menyelesaikan permasalahan hukum melalui penelitian, harus disertai
pendekatan penelitian dalam penyusunan kajian dan analisa yang tepat.
Penelitian ini cenderung menggunakan metode pendekatan penelitian
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian lebih bersifat seni,
dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih
berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.®*
Sehingga dapat pendekatan kualitatif ini menggunakan metode yuridis
sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam sistem
kehidupan yang nyata.3® Pendekatan tersebut sesuai dengan jenis penelitian
yang menggunakan penelitian lapangan untuk mengidentifikasi suatu

sistem kehidupan nya dengan sutau teori hukum.

. Sumber Data

Pada penelitian empiris ini, peneliti menggunakan pengambilan data
primer dan juga data sekunder yang dianggap lebih tepat untuk digunakan
ketika melakukan penelitian sebagai sumber data dalam menyelesaikan
masalah yang dituju. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan oleh

peneliti, antara lain yakni

34 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bnadung : Alfabeta, 2015), 7
35 Sujono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta ; Ul Press, Cat Ke 1ll, 2015), 51.
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a) Data Primer
Data primer merupakan data wawancara dan juga observasi ketika
melakukan penelitian lapangan dengan kuli bangunan yang masih
terikat kerja dengan perjanjian lisan yang bekerja di perusahaan
kontruksi Mutiara Indonusa, dan juga pihak dari perusahaan
tersebut. Data lapangan yang didapatkan dari para informan
tentunya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini mengenai perlindungan hukum kuli bangunan yang
terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan perspektif Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Hukum Islam

b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa buku
sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder
di dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan
melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun data sekunder adalah
buku-buku tentang Hukum Perjanjian, KUH Perdata, dan Peraturan

Pemerintah lainnya.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam
melakukan penelitian jenis empiris, dikarenakan penelitian tersebut terjadi
secara nyata di lapangan. Lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana

sebuah penelitian atau riset dilakukan secara langsung. Lokasi penelitian
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yang di pilih penulis adalah Perusahaan Kontruksi CV. Mutiara Indonusa
dan lokasi objek penelitian beralamatkan di Jl. Raya Sumbersekar,
Semanding, Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa

Timur
E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk
merapikan data dari hasil ketika mengumpulkan suatu data yang ada di
lapangan sehingga siap untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data menjadi
unsur yang sangat penting bagi peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan
data-data yang benar, akurat serta sesuai dengan masalah penlitian. Dalam
memperoleh data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode
dibawah ini :

1. Wawancara
Wawancara merupakan situasi peran antara personal bertemu, ketika
seseorang yang sebagai pewancara dengan mengajukan beberapa
pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun, dengan
tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan rumusan
masalah penelitian kepada responden®®. Dalam hal ini peneliti
melakukan wawancara secara berstuktur. Wawancara berstuktur
adalah pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan

menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan. Peneliti

36 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), Him. 30
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mewawancarai dengan bertatap muka langsung dengan interviewee
dengan menggunakan daftar pertanyaan. Peneliti melakukan
wawancara terhadap beberapa pihak. Pihak pertama Perusahaan
Kontruksi CV. Mutiara Indonusa yaitu Bapak Reynold sebagai
General Manager, Bapak Tyo Mandor Kuli Bangunan, Bapak Heri
sebagi Pengawas. Pihak kedua adalah Bapak Slamet dan Bapak Eko
sebagai pekerja kuli bangunan yang bekerja di perusahaan kontruksi
tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah
untuk menghimpun beberapa informasi data-data yang dibutuhkan
terkait upaya perlindungan hukum kuli bangunan yang masih terikat
kerja berdasarkan dengan perjanjian lisan sebagai pokok dari
masalah penelitian.
2. Dokumentasi

Studi dokumen adalah studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Peneliti melakukan stusi bahan-bahan hukum yang berkaitan
dengan perjanjian lisan yang dilakukan pihak perusahaan dengan

pekerja kuli bangunan.

F. Analisis Data

a. Edit
Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil ketika sudah
melakukan penelitian berupa data primer, dan data sekunder. Data

primer terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada pekerja kuli
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bangunan. Data primer sekunder kemudian diteliti kembali dengan
kesesuaian data yang diperoleh dengan dilakukannya penelitan,
kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh.

Klasifikasi

Setelah tahap editing selesai, tahap yang akan dilakukan peneliti
selanjutnya adalah Menyusun dan juga mensistemasikan data-data
yang sudah didapatkan ke dalam pola tertentu untuk mempermudah
bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini.
Dalam hal ini peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk
kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang
menjadi bahan penelitian. Misalnya penulis akan melakukan
penyatuan data yang sama dan juga berhubungan erat agar mudah

dalam melakukan pengidentifikasinya.

. Verifikasi

Setelah tahap pengklasifikasian, kemudian penulis akan melakukan
pemeriksaan kembali atas data dan juga informasi yang telah
diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan agar validasi dapat
terjamin. Setelah data tersebut dikumpulkan dengan lengkap dan
juga diolah, kemudian pada proses pengumpulan data tersebut
dinilai sudah cukup dan terkumpul semua, maka pada akhirnya data-
data tersebut akan dituangan ke dalam rancangan konsep sebagai

dasar utama analisis dalam melakukan penelitian ini.
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d. Analisis Data
Analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengkaji
dan juga menelaah pengolahan data yang telah diperoleh dalam
melakukan suatu penelitian dengan menggunakan teori. Dapat
disimpulkan bahwa kegiatan mengkaji pengolahan data tersebut
dapat berupa mendukung, mengkritik, menentang, memberi saran
yang nantinya akan dihasilkan suatu kesimpulan di akhir.%’

e. Kesimpulan
Kesimpulan dihasilkan dari penarikan suatu jawaban dari
permasalahan yang diteliti dalam analisis data. Jawaban
permsalahan tersebut menghasilkan suatu temuan yang runtut,
spesifik, efektif dan logis. Sehingga para pembaca ketika membaca

dapat memahami.

37 Muhammad Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2010). 183
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua
yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi serta
merupakan kabupaten dengan popoulasi terbesar di Jawa Timur. Secara
Geografis, Kabupaten Malang terletak di koordinat 112°17, 10,90" sampai
112°57,00,00" Bujur Timur dan 7°44', 55,11" sampai 8°26', 35,45" Lintang
Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di
Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di
Provinsi Jawa Barat. Ibu Kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di
tengah-tengahnya Kabupaten Jombang dan Kabupaten Batu, di Utara
Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di Timur, Samudra
Hindia di Selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Barat.
Dengan luas wilayah sekitar 3.238.26 km2, Kabupaten Malang terdiri atas
33 Kecamatan, yang dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan. Tempat objek
penelitian yang dilakukan yakni CV. Mutiara Indonusa yang berada di salah
satu desa kabupaten Malang yakni Desa Semangging. Lokasi CV. Mutiara
Indonusa berada di JI. Raya Sumbersekar, Semanding, Sumbersekar,

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
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Letak lokasi CV. Mutiara Indonusa

2. Profil CV. Mutiara Indonusa

CV. Mutiara Indonusa merupakan perusahaan bidang kontruksi
yang beralamatkan di JI. Raya Sumbersekar, Semanding, Sumbersekar,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. CV. Mutiara Indonusa
merupakan perusahaan swasta berskala nasional di bidang jasa kontruksi.
Perusahaan telah melakukan kegiatan bisnisnya sejak didirikan pada bulan
April 2018 berdasarkan data isian Akta Notaris Model 1. Pada saat ini, CV.
Mutiara Indonusa berkomitmen untuk meningkatkan Kkinerja melalui
penerapan manajemen teknologi dan melakukan restruksi perusahaan
secara menyeluruh, dimulai dari logo perusahaan, visi misi, SDM, system
informasi.

CV. Mutiara Indonusa berkarya dan berperan aktif dalam

pembangunan di tanah air merupakan sebuah pencapaian yang tidak mudah.
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Banyak pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dilewati dari tahun
ke tahun yang membawa perusahaan terus tumbuh dan berkembang sesuai
dengan rencana strategis perusahaan. Kepercayaan yang diberikan dari
berbagai pihak (pemerintah, swasta, maupun perorangan) telah
menciptakan berbagai karya konstruksi besar yang tersebar di berbagai
sektor konstruksi bangunan gedung dan sipil. Komitmen CV. Mutiara
Indonusa untuk menyelesaikan setiap karya konstruksi yang telah
dipercayakan tidak terlepas dari peran setiap anggota dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek.

CV Mutiara Indonusa mengikuti asosiasi jasa konstruksi GAPENSI
(GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA)
dengan sub bidang usaha BANGUNAN GEDUNG dan BANGUNAN
SIPIL.

Bangunan Gedung :

1. Bangunan Komersial
- Subkualifikasi : K1
- Kode Subkualifikasi : BG004
- Sub Kualifikasi : Jasa Pelaksana Untuk
Konstruksi Bangunan Komersial
2. Bangunan Pendidikan
- Subkualifikasi : K1

- Kode Subkualifikasi ;: BG004
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- Sub Kualifikasi : Jasa Pelaksana Untuk

Konstruksi Bangunan Pendidikan.
Bangunan Sipil :

3. Bangunan Air
- Subkualifikasi : K1
- Kode Subkualifikasi : SI001
- Sub Kualifikasi : Jasa Pelaksana Untuk
Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan
Prasarana Sumber Daya Air Lainya
4. Bangunan Jalan
- Subkualifikasi : K1 - Kode Subkualifikasi :
S1003 Sub Kualifikasi : Jasa Pelaksana Untuk
Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang),

Jalan , Rel kereta api, dan Landas pacu Bandara

3. Visi dan Misi CV. Mutiara Indonusa
Visi
Menjadi salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia dengan
penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan
kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia.

Manajemen teknologi, dan tata kelola perusahaan yang baik.
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a. Meningkatkan daya saing perusahaan di industry jasa
kontruksi dengan mengembangkan pelayanan dan
teknologi

b. Meningkatkan pelatihan SDM untuk menghasilkan
tenaga kerja yang berkualitas dan menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif, serta menyediakan

lapangan kerja yang luas.3®

B. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kuli Bangunan yang terikat kerja
berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa perspektif
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

Peranan hukum antara pekerja dan pemberi kerja menjadi suatu
unsur penting, yang bersifat memberikan perlindungan serta memberikan
rasa aman, tentram dalam mencapai keadilan dan juga keadamaian bagi
seluruh  pihak yang bersangkutan. Pengusaha dalam kegiatan
ketenagakerjaan wajib memberikan suatu perlindungan hukum bagi tenaga
kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja memuat beberapa aturan yang memuat terkait

pekerja dengan perjanjian waktu tertentu. dimana peraturan pemerintah

38 Company Profile CV Mutiara Indonesia
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tersebut diciptakan untuk meningkatkan pelindungan hak dan kesejahteraan

bagi pekerja.

Berdasarkan observasi, Jumlah tenaga kerja kuli bangunan CV.
Mutiara Indonusa yang terikat kerja secara tertulis berjumlah 5 orang
sedangkan jumlah kuli bangunan yang hanya terikat kerja secara lisan, yaitu
berjumlah 10 orang. Perusahaan tersebut memperkerjakan kuli bangunan
yang dibawahi oleh seorang mandor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara
peneliti dengan Bapak Reynold selaku General Manager perusahaan,

“Pekerja kuli bangunan yang ada disini bekerja
menggunakan perjanjian secara lisan saja, karena menurut
kebiasan atau adat yang sering dilakukan hanya seperti itu,
perjanjian nya hanya kontrak kerja sampai berakhirnya proyek
sama kesepakatan nilai upah. Perusahaan melakukan
perjanjian tertulis hanya dengan para pekerja tertentu. seperti

yang bekerja dibagian pemasaran, manajemen dan mandor.

Kalau untuk pekerja kuli bangunan, perusahaan hanya
menggunakan perjanjian secara lisan.”%°

Dapat dijelaskan bahwa pihak perusahaan hanya melakukan
perjanjian secara tertulis kepada para pekerja tertentu saja, sedangkan
pekerja kuli bangunan yang ada di perusahaan tersebut menggunakan
perjanjian secara lisan. Perusahaan CV. Mutiara Indonusa masih
menggunakan perjanjian lisan dikarenakan adat atau kebiasaan yang sering
dilakukan oleh para kuli bangunan. Pihak perusahaan dan pekerja kuli
bangunan hanya menyepakati kontrak kerja sampai berakhirnya proyek,

serta adanya kesepakatan nilai kontrak upah yang disepakati oleh kedua

39 Reynold, wawancara, (Malang, 26 Juni 2022).
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belah pihak, tidak dijelaskan terkait jaminan sosial yang diberikan kepada

tenaga kerja kuli bangunan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Slamet seorang

kuli bangunan.

“Saya bekerja disini hanya menggunakan perjanjian
lisan aja mbak, tidak menggunakan perjanjian secara tertulis,
pokok ada pekerjaan ya saya mau aja. Tapi memang dari dulu
saya dan teman-teman kuli bangunan disini juga hanya
menggunakan perjanjian lisan.”*°

Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan bahwasannya
“Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan”.*! Pada jenis perjanjian
tersebut mensyaratkan pembuatan perjanjian kerja secara tertulis atau lisan
dan jangka waktu kerjanya yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang

berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasannya
perjanjian kerja secara lisan memiliki kedudukan hukum dan diakui
keabsahannya oleh Undang-Undang. Pelaksanaan perjanjian kerja secara
lisan ini selain mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2021 juga berpedoman pada sistem terbuka yang ada dalam hukum

perjanjian. R. Subekti menjelaskan bahwasannya : “Hukum Perjanjian

40 Slamet, wawancara, (Malang, 26 Juni 2022)
41 pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
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memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalakan tidak melanggar

ketertiban umum dan kesusilaan.*?

Sistem terbuka, mengandung suatu asas kebebasan membuat
perjanjian, yang ada dalam KUH Perdata, dalam Pasal 1338 ayat (1), yang
berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa kata “semua” yang terdapat
dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat boleh membuat
perjanjian yang beruupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan
perjanjian itu mengikat bagi pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai

Undang-Undang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya perjanjian kerja
secara lisan pada dasarnya telah memberikan perlindungan bagi para
pekerja kuli bangunan yang bekerja di CV. Mutiara Indonusa, jika
pelaksanaan perjanjian kerja tidak menyimpang dari ketentuan undang-

undang, serta melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Tyo
sebagai mandor kuli bangunan CV. Mutiara Indonusa terkait hak dan

kewajiban pekerja dan perusahaan adalah sebagai berikut :

“Untuk hak dan kewajiban kepada pekerja yang pertama
para kuli bangunan yang ada disini wajib disiplin dalam
bekerja, kemudian pekerja wajib datang tepat waktu sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan yakni pukul 07.30 —

42 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermesa, 2010, 12.
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15.30. untuk waktu istirahatnya kami berikan waktu 1 jam. dan
pekerja berhak mendapatkan upah dari perusahaan serta upah
lembur. Kalau untuk upahnya rata-rata kami berikan
85.000/hari. Biasanya diberikan pada hari sabtu. Kalau
liburnya pada hari Minggu. Mengenai hak dan kewajiban
perusahaan, perusahaan wajib memberikan waktu istirahat
yang sesuai, memberikan jaminan keselamatan serta sosial,
perusahaan juga berhak melakukan pemutusan hubungan kerja
jika melanggar ketentuan yang disepakati”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan Bapak Tyo,
sebagai mandor kuli bangunan, bahwa hak dan kewajiban pekerja kuli

bangunan yaitu

1. Pekerja kuli bangunan wajib untuk disiplin dalam
melakukan pekerjaannnya.

2. Pekerja kuli bangunan wajib untuk datang tepat waktu
sesuai dengan jam yang telah ditentukan yakni pukul
07.30 - 15.30

3. Pekerja kuli bangunan mempunyai hak untuk
mendapatkan upah dari perusahaan atas pekerjaannya.

4. Pekerja berhak mendapatkan upah lembur

5. Pekerja kuli bangunan berhak mendapatkan waktu
istirahat dan libur

6. Pekerja berhak mendapatkan jaminan  sosial,

keselamatan.

43 Tyo, wawancara, (Malang, 26 Juni 2022)
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Sedangkan hak dan kewajiban Perusahaan CV. Mutiara Indonusa

adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berkewajiban memberikan upah kepada
pekerja kuli bangunan

2. Memberikan penetapan waktu kerja yang sesuai

3. Memberikan jaminan keselamatan kerja serta jaminan
sosial

4. Perusahaan berhak atas hasil pekerjaan.

5. Perusahaaan berhak untuk memerintah pekerja untuk
mencapai target

6. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan

pekerja jika melanggar ketentuan yang telah disepakati

Ditinjau dari pelaksanaan kerjanya, pekerja kuli bangunan yang
bekerja di CV. Mutiara Indonusa bekerja berdasarkan borongan, dimana
pekerja kuli bangunan dibutuhkan hanya sampai pekerjaan itu selesai yang
ditentukan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Hal ini selaras dengan pernyataan dari

Bapak Mandor

“Pekerja kuli bangunan ini disini bekerja hanya ketika
ada project dari owner saja. Jadi mereka bekerja hanya sampai
pekerjaan itu selesai, dengan waktu yang sudah ditentukan
sebelumnya. Untuk tenaga kerja kuli bangunan disini sistemnya
borongan, jika ada pekerjaan mereka mendapat uang sesuai
progress”
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Dapat diketahui bahwa pekerja kuli bangunan yang ada di CV.
Mutiara Indonusa ini bekerja berdasarkan PKWT yang dikategorikan
sebagai pekerjaan yang sekali selesai, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Dipertegas kembali pada Pasal
9 ayat (1) disebutkan bahwasannya “PKWT berdasarkan selesainya suatu
pekerjaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian
Kerja. Merujuk pada pasal 9 ayat (2) kesepakatan para pihak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. Ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan
b. Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan

selesainya suatu pekerjaan

Adapun perjanjian kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak

CV. Mutiara Indonusa adalah sebagai berikut :

1. Menentukan biaya pekerjaan

2. Menentukan batas waktu pekerjaan

3. Menentukan besarnya termin dan juga presentase

4. Menentukan sanksi bilamana pekerjaan tidak sesuai dengan

target/bentuk pekerjaan dengan kontrak diawal**

44 Tyo, wawancara, (Malang, 26 Juni 2022)

66



Maka dalam hal ini, dapat diketahui bahwa CV. Mutiara
Indonusa sudah membuat kesepakatan atau perjanjian kerja dengan
memuat poin-poin yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya,
peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eko sebagai kuli bangunan

terkait pengupahan yang ada di CV. Mutiara Indonusa,

“Kalau untuk upahnya ya sebenarnya kurang mbak, tapi
ya diterima saja. Ada pekerjaan saja bagi saya sudah
bersyukur bisa mencukupi kebuuhan rumah, daripada
menganggur. Karena kan cari pekerjaan juga susah, saya juga
cuma lulusan SMP,”*

Ditinjau dari segi pengupahan berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Eko sebagai kuli bangunan tersebut, menyatakan
bahwasannya perlindungan ekonomis atau pengupahan yang diberikan
oleh pihak perusahaan kepada pekerja masih kurang memenuhi. Upah
rata-rata perhari adalah sebesar Rp. 85.000/hari, dengan waktu kerja sehari
8 jam kerja mulai jam 07.30 — 15.30 WIB, dan mendapatkan waktu
istirahat selama 1 jam. Upah diberikan kepada tenaga kerja kuli bangunan
yang bekerja di CV. Mutiara Indonusa setiap satu minggu sekali, yakni

pada hari Sabtu.

Pengupahan juga berkaitan dengan pelaksanaan waktu kerja,
waktu istirahat serta upah lembur yang harus diberikan ketika melewati
batas waktu kerja. Pelaksanaan waktu kerja harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21

ayat 1 Peraturan Pemerintah. No 35 Tahun 2021 yang menyebutkan

4> Eko, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
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bahwasannya “Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja.*® Selanjutnya dijelaskan lagi pada ayat 2, bahwa waktu kerja

yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu) atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)

minggu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Perusahaan
sudah melaksanakan ketentuan yang diberlakukan, CV. Mutiara
Indonusa memperkerjakan kuli bangunan mulai pukul 07.30 — 15.30
WIB dengan waktu istirahat selama 1 jam dengan diberikan hari libur
kerja pada hari Minggu. Hal ini sesuai dengan pasal 22 yang
menyebutkan bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh
pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib

memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja/buruh meliputi :

a. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu; atau

46 pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja
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b. Istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu*’

Mengenai upah lembur kuli bangunan yang bekerja di CV.
Mutiara Indonusa, peneliti melakukan wawancara kepada pihak

perusahaan Bapak Reynold,

“Kalau untuk lembur, semisal kerjanya mulai jam 08.00
— 21.00 itu pembayaran upah nya sudah dihitung dua hari.
Tapi perusahaan jarang melakukan lembur kerja, kalau tidak
untuk project yang membutuhkan waktu cepat. karena hal itu
tidak efektif. Secara tenaga mereka sudah terkuras, yang akan
berpengaruh terhadap pikiran, otak serta pekerjaan yang
dikerjakan lembur kurang maximal hasilnya’*

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Reynold,
pihak perusahaan CV. Mutiara Indonusa memberikan upah lembur
kepada kuli bangunan yang bekerja dari pukul 08.00 — 21.00 WIB,
selama pekerjaan yang dilakukan tersebut pembayaran upah sudah
dihitung dua hari kerja. Namun, perusahaan jarang melakukan kerja,
karena perusahaan mempertimbangkan kembali tenaga, pikiran serta
hasil dari kualitas yang dilakukan oleh kuli bangunan yang bekerja

lembur tentu tidak maximal.

Merujuk pada pasal 31 yang menyebutkan bahwa “Perusahaan

yang memperkerjakan Pekerja/Buruh  melebihi waktu kerja

47 pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja

48 Reynold, wawancara (Malang 26 Juni 2022)
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah

Kerja Lembur dengan ketentuan :

a. Untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma
lima) kali upah sejam; dan
b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar dua

kali upah sejam?*®

Oleh karena itu, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh
peneliti dapat dikatakan bahwa perusahaan konstruksi CV. Mutiara
Indonusa dalam segi pengupahan kerja lembur sudah melakukan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 21 ayat (2)
mengenai Upah Lembur. Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi
batas waktunya berhak memperoleh uang kerja lembur yang merupakan
hak berdasarkan hukum.>® Upah kerja lembur merupakan suatu hak
yang diterima oleh kuli bangunan yang sudah bekerja melebihi batas

dari pelaksanaan kerja yang sudah ditetapkan.

Pekerja kuli bangunan ingin hidup layak dan hak-hak nya
terpenuhi. Jika perusahaan tidak membayarkan upah yang telah
ditetapkan maka haknya sebagai pekerja tidak terlindungi. Sedangkan,

para pekerja kuli bangunan tentunya harus mencukupi kebutuhan untuk

49 pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja

50 | Dewa Ayu Mirah Octaviani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait
Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur,(Bali : Universitas Udayana, 2018) hal. 3
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keluarganya. Menurut Bapak Eko pekerja kuli bangunan, memperoleh
upah saja sudah cukup, dan selama ini tidak ada tindakan dari kuli
bangunan untuk menuntut hak nya.>! Hal ini tentunya harus menjadi
suatu pertimbangan perusahaan agar lebih memperhatikan hak-hak
pekerja kuli bangunan yang seharusnya mereka peroleh serta untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Tidak hanya mengenai perlindungan ekonomis yang mencakup
pengupahan, Perlindungan teknis juga merupakan hak perlindungan
bagi pekerja kuli bangunan dikarenakan dalam kegiatan kerjanya
tentunya memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi dengan
kemungkinan akibat kecelakaan kerja yang serius. Risiko kecelakaan
kerja pada proyek tinggi, namun dalam program keselamatan kerja

kurang mendapat perhatian.

Peneliti melakukan wawancara terkait keselamatan kerja kepada
pihak perusahaan, Bapak Heri sebagai Pengawas CV. Mutiara

Indonusa,

“Untuk keselamatan kerja, pihak perusahaan sudah
menyiapkan alat pelindung diri bagi pekerja kuli
bangunan seperti sepatu, rompi dan helm. Namun, banyak
kuli bangunan yang merasa risih ketika menggunakannya,
jadi ya tidak di pakai. Karena kebanyakan mereka dari
desa jadi tidak terbiasa jika menggunakan seperti itu.”

Berdasarkan dari pernyataan tersebut pihak perusahaan sudah

menyediakan alat pelindung diri untuk keselamatan pekerjanya untuk

51 Eko, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
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mengurangi risiko kecelakaan kerja. Namun, fakta yang terjadi pekerja
kuli bangunan merasa tidak nyaman jika menggunakan alat pelindung
diri tersebut. Sehingga ketika bekerja mereka tidak menggunakan alat
pelindung diri satupun. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh
peneliti, memang tidak ada satupun pekerja kuli bangunan yang

memakai alat pelindung diri.

Dengan demikian, untuk perlindungan teknis yang diberikan dari
perusahaan sudah sesuai namun perusahaan tidak memperhatikan dan
kurang memperingatkan, sehingga kuli bangunan tidak menggunakan
alat pelindung diri. Pekerja kuli bangunan kurang bisa menyesuaikan
diri dengan alat pelindung diri yang sudah disediakan oleh

perusahaan.®?

Padahal kecelakaan kerja merupakan salah satu dari banyaknya
permasalahan pekerja yang sering terjadi di perusahaan. Kecelakaan
kerja bisa terjadi karena faktor dari pekerja dan lingkungan kerjanya.
Tujuan utama dari bentuk perlindungan ini adalah mewujudkan
keselamatan sepanjang hubungan kerja bagi pekerja yang kemudian
akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, sehingga dalam proses
melaksanakan pekerjaan menghasilkan kualitas yang optimal tanpa ada

rasa takut atau kekhawatiran akan terjandinya kecelakaan.>®

52 Heri, wawancara (Malang 26 Juni 2022)
3 Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia”Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1 April 2021 : 74
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Dari hasil wawancara dengan Bapak Tyo selaku mandor kuli

bangunan

“Bulan lalu ada pekerja kuli bangunan yang
mengalami kecelakaan saat bekerja, jadi kami pihak
perusahaan memberikan bantuan untuk pengobatan,
namun tidak semuanya. Karena kami juga terkendala
masalah biaya jika mengcover semuanya”>*

Dapat diketahui bahwa jaminan sosial yang diberikan
perusahaan kepada kuli bangunan tidak sepenuhnya terpenuhi.
Perlindungan terhadap pekerja kuli bangunan masih dianggap beban
biaya oleh perusahaan, sehingga mereka hanya memberikan biaya

bantuan sebagian saja tidak sepenuhnya

Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga
kerja dalam menjaga keselamatan ketika melakukan pekerjaannya,
karena mengingat banyak sekali resiko kecelakaan kerja yang dihadapi.
Namun pihak perusahaan belum sepenuhnya memberikan hak jaminan

sosial bagi para pekerja kuli bangunan.®®

Mengenai jaminan sosial, peneliti melakukan wawancara

kepada Bapak Slamet sebagai kuli bangunan di CV. Mutiara Indonusa

“Saya belum terdaftar BPJS mbak, soalnya kan tiap
bulan harus bayar, jadi saya masih merasa terbebani kalau
harus bayar tiap bulannya. Jadi ya selama ini kalau ada
apa-apa ya pihak perusahaan bantu secukupnya saja,

selain itu ya ditanggung sendiri”®

54 Tyo, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
55 Tyo, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
%6 Slamet, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
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Dengan demikian jaminan sosial perlu untuk diperhatikan lagi,
mengingat masih banyaknya pekerja yang belum terdaftar BPJS dan
tingginya resiko kecelakaan kerja. Menurut data dari BPJS
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan kerja tercatat

sebanyak 61.805 yang dihitung sejak Januari-Maret 2022.57

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh
Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah bahwasannya, beliau
mendorong Dewan Pertukangan  Nasional Perkumpulan Tukang
Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) untuk memberikan perlindungan
sosial kepada para anggotanya. Menurutnya, jaminan sosial merupakan
hak setiap orang dan setiap tenaga Kerja, termasuk para tukang
bangunan. Beliau mengatakan, setiap profesi kerja, baik itu pekerja
formal maupun pekerja informal memiliki risiko kerja. Kecelakaan
kerja dapat terjadi dan menimpa dimana saja dan kapan saja. Lebih
lanjut lagi, beliau mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan
kepada pekerja terkait pentingnya Jaminan Sosial. Mengingat masih
banyak pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan.®®

57 https://ekbis.sindonews.com/read/778815/34/naik-37-persen-menaker-ada-1742-
perusahaan-yang-nihilkan-kecelakaan-kerja-
16534083134#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Ketenagakerjaan%20lda%20Fauziyah,usia
%20muda%2020%2D25%20tahun. diakses pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 15.10 WIB

58 https://ekbis.sindonews.com/read/650781/34/risiko-besar-jaminan-sosial-kuli-bangunan-
perlu-diperhatikan-1641567702 diakses pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 15.20 WIB

74


https://ekbis.sindonews.com/read/778815/34/naik-37-persen-menaker-ada-1742-perusahaan-yang-nihilkan-kecelakaan-kerja-%201653408313#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Ketenagakerjaan%20Ida%20Fauziyah,usia%20muda%2020%2D25%20tahun
https://ekbis.sindonews.com/read/778815/34/naik-37-persen-menaker-ada-1742-perusahaan-yang-nihilkan-kecelakaan-kerja-%201653408313#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Ketenagakerjaan%20Ida%20Fauziyah,usia%20muda%2020%2D25%20tahun
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https://ekbis.sindonews.com/read/650781/34/risiko-besar-jaminan-sosial-kuli-bangunan-perlu-diperhatikan-1641567702
https://ekbis.sindonews.com/read/650781/34/risiko-besar-jaminan-sosial-kuli-bangunan-perlu-diperhatikan-1641567702

Apabila para pekerja, termasuk kuli bangunan menjadi peserta
Jaminan Sosial, maka tentunya mereka juga akan mendapatkan
kenyamaman dalam bekerja dan tidak ada kekhawatiran yang dihadapi.
Keluarga pekerja juga akan merasa tenang dengan adanya jaminan
sosial itu, sehingga produktivitas kerja para pekerja kuli bangunan ini
akan semakin meningkat. Serta saling menguntungkan semua pihak
yang bersangkutan di dalamnya. Jadi diperlukan adanya pendekatan
dan promosi preventif terkait keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

yang lebih intens dan inovatif.

Peranan pemerintah tentunya sangat penting untuk selalu
mensosialisasikan kepada tenaga kerja terkait penerapan kerja yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah
diberlakukan, serta memberikan pendampingan mengenai upah dan
hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja kuli bangunan, agar

tidak ada kendala atau bahkan merugikan beberapa pihak yang terkait.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku General
Manager CV. Mutiara Indonusa, terkait sosialisasi pemerintah beliau

menjelaskan bahwa

“Kalau untuk sosialisasi pemerintah, sejauh ini
perusahaan belum pernah mendapatkan sosialisasi secara
langsung. Jadi ya itu termasuk salah satu kendala
perusahaan juga karena kurangnya sosialisasi yang
diberikan dari pemerintah.”>®

%9 Heri, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)
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Melihat dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwasannya
perusahaan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah
terkait pengupahan atau hak dan kewajiban bagi pekerja. Perusahaan
dan tenaga kerja kuli bangunan hanya menjalankan kebijakan dan
peraturan dari perusahaan saja. Hal ini menjadi suatu permasalahan
yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya bagi perusahaan-
perusahaan kecil di bidang konstruksi. Pemerintah mempunyai peran
untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
kerja guna untuk meningkatkan kemampuan, produktifitas dan
kesejahteraan tenaga kerja. Kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam lingkungan kerja serta tidak berfungsi nya
serikat kerja untuk memerjuangkan hak-hak bagi pekerja menjadi suatu
faktor utama yang menyebabkan adanya pelanggaran dan juga

penyimpangan.®

Secara umum peningkatan pengawasan ketenagakerjaan,
termasuk K3, memang menjadi suatu bentuk tanggung bagi pemerintah
negara sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan juga
kewajiban bagi pengusaha dan bagi tenaga kerja.5! Berikut ini

merupakan pernyataan dari Bapak Reynold pihak perusahaan terkait

80 Enggita Agustina, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Outsoucing berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah
Palembang, 2015), 28.

61 Rahmi Annisa Utami, Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan
Ketenagakerjaan wilayah Serang 1 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
(Undergraduate thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), 104.

76



keseimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan di CV. Mutiara

Indonusa

“Selama pihak perusahaan sudah menjalankan apa
yang tertera dalam perjanjian terkait upah dan kontrak
kerja yang telah disepakati. tentunya hak dan kewajiban
juga sudah seimbang®?

Disisi lain keseimbangan hak dan kewajiban menurut para kuli

bangunan menyatakan bahwa

“Ya sebenarnya kalau menurut kami hak dan
kewajiban masih belum terlaksana semua, namun ya
diterima saja. Karena saya juga kan tidak memiliki
ketrampilan lain selain jadi kuli bangunan. Dapat
penghgssilan saja sudah bersyukur jadi ya tidak menuntut
lebih”

Dengan demikian, melihat dari sudut pihak yang terlibat, masih
terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang diberlakukan di
CV. Mutiara Indonusa. Kepastian hak dan kewajiban merupakan suatu
bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh pekerja.
Perlindungan hukum dilakukan untuk menjamin keseimbangan hak dan
kewajiban demi terlaksananya sistem hubungan kerja yang saling
menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, tanpa adanya
suatu tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.®* Namun
pada faktanya, perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada

kuli bangunan yang hanya terikat kerja menggunakan perjanjian lisan

62 Reynold, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)

83 Eko, wawancara (Malang, 26 Juni 2022)

4 Niru Anita, Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan
Ketenagakerjaan di Indonesia” Universitas Suryadarma Jakarta : 66.
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/viewFile/754/737
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di CV. Mutiara Indonusa masih belum semuanya terpenuhi, ada hal-hal
yang masih harus diperhatikan dan dipertimbangkan kembali untuk

mewujudkan kesejahteraan pekerja kuli bangunan

Dapat disimpulkan juga bahwasannya pekerja kuli bangunan
masih dalam keadaan yang dilematis. Dari hasil observasi di lapangan
tersebut dapat diketahui bahwa pekerja kuli bangunan masih
mempunyai cara pandang yang sempit, sehingga mereka tidak
mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan
latar belakang mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu
untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mempunyai pekerjaan
dan memperoleh penghasilan merupakan suatu kebanggaan tersendiri

bagi pekerja kuli bangunan yang rata-rata berpendidikan rendah

C. Perlindungan Hukum bagi pekerja kuli bangunan yang terikat kerja
berdasarkan perjanjian lisan perspektif Hukum Islam

Perjanjian kerja dalam Islam disebut juga dengan ljarah,

karena didalam perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang lain

untuk melakukan perjanjian kerja dengan memberi upah sebagai
imbalannya. Akad dalam perjanjian kerja dikatakan sebagai akad ljarah

karena dalam hal ini seorang majikan menyewa atau menggunakan
manfaat atas tenaga dan keterampilan buruh dalam waktu tertentu

dengan membayar upah sebagai pengganti atas pekerjaannya.®

85 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2009), 83.
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Berdasarkan bentuk perjanjiannya, akad dalam perjanjian
yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja kuli bangunan di CV.
Mutiara Indonusa adalah Akad ljarah. yaitu memberikan upah kepada
pekerja melakukan suatu pekerjaan. Idris Ahmad menyatakan
bahwasannya ljarah merupakah upah-mengupah. Beliau menjelaskan
terkait syarat dan juga rukun upah-mengupah yakni adanya pemberi
upah (mujir) dan penerima upah (musta jir.)®® Dalam hal ini pihak
perusahaan sebagai mu jir (pemberi upah), sedangkan kuli bangunan
sebagai musta jir (penerima upah).

Dalam hukum Islam, dasar hukum pelaksanaan perjanjian
kerja dapat dilihat dari dasar hukum yang membolehkan pelaksanaan
ljarah. Kemudian telah dijelaskan dalam Al-quran sendiri terdapat ayat
yang memerintahkan untuk memberikan upah atas manfaat yang telah

di dapat. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32 :
P P -7 \T/sc' 1 s = P - ,fg_/ . s ~ s 7
ek (3% it B il s i s a3 (02 35 2555 O3l g
S\e 8.7 % A E; H 2o, s a5 G y -
Oy B 02 2y 255 €l Wty 1oy I8 s

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.
Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.

%6 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) him.114
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Lafadz yang terdapat dalam ayat diatas bermakna saling
menggunakan. Namun, pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar
Figh Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, Lafal ini diartikan
dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam
melakukan suatu pekerjaan atau hal lain. Manusia pasti membutuhkan
sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Oleh karenanya,
orang tersebut bisa memperolehnya dengan adanya transaksi, salah

satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.®’

Sedangkan dalam hadits juga telah dijelaskan mengenai

pembolehan akad ini, hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut ini :

ST Aasa o3 ey alug aide G Ya Gl a380) 08 Lgde ) ) e ol (8
( ‘éJl.MA\ °19))
Artinya : Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata : telah bersabda

Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering”.®8

Kemudian akad ljarah dipandang sah dan benar menurut hukum

Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun ljarah
Rukun Ijarah menurut jumhur ulama ada empat yaitu® :

a. ‘Agidain atau orang-orang yang berakad (mu’jir dan

musta’jir)

57 Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 154.
% Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jiid Il (Beirut : Dar al-Fikr,
2004), 4.

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), 321.
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Dalam akad yang dilakukan di CV. Mutiara Indonusa ada
dua pihak yang terlibat yakni Pihak perusahaan sebagai
Mu jir (Pemberi Upah) dan Kuli bangunan sebagai Musta jir
(Penerima upah)

b. Sighot (Lafal Ijab dan Qabul)
Kesepakatan ljab dan Qabul yang terjadi diantara kedua
belah pihak antara perusahaan dan kuli bangunan dengan
secara lisan, tidak secara tertulis

c. Upah / balas jasa (Ujrah)
Upah yang diberikan kepada kuli bangunan di CV. Mutiara
Indonusa adalah Rp. 85.000/hari jika dikalikan selama 26
hari adalah Rp. 2.210.000 selama sebulan. Dimana upah
tersebut diberikan oleh perusahaan kepada kuli bangunan
satu minggu sekali pada hari sabtu.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam
upah mengupah (ma jur alaih)

Dalam ljarah disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut
a. Agidain yaitu orang-orang yang berakad, disyaratkan mu;jir dan
musta jir adalah baligh, berakal cakap melakukan tasyaruf
(mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Sebagaimana

firman Allah dalam Q.S An Nisa ayat 29

& P ,//E/’ e 2 e P P A DS S )\/'1 e
e e 35 s o 3 5 0580 T3yt S G861
a3 1 SE A &)
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.’®

b. Sighot, ijab qobul antara mu jir dan musta’jir yaitu ijab gobul

mengenai isi perjanjian kerja maupun upah mengupah.
Syarat sighot antara lain"* :
1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan gabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang
bersangkutan
c. Ujrah (uang sewa / upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh
kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam
mengupah.

Mengenai hal tersebut, sistem pengupahan pada CV.
Mutiara Indonusa yang diberikan kepada kuli bangunan sudah
dijelaskan mengenai jumlah upah nya di kesepakatan awal. Jadi
kedua belah pihak sudah mengetahui jumlah upah yang akan
disepakati dan diberikan.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam

upah mengupah disyaratkan :

70 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 84
7L TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Figh Muamalah, Cet.1, (Jakarta : PT. Pustaka Rizqi Putra,
1997) him.29
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1) Barang yang menjadi obyek akad dapat dimanfaatkan
kegunaannya.

2) Benda yang menjadi obyek akad dapat diserahkan
kepada penyewa atau pekerja berikut kegunaannya.

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang
mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang
dilarang.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zatnya)
hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian

dalam akad.

Akad belum dikatakan sah sebelum ijab dan gabul dilakukan
sebab, ijab gabul menunjukkan kerelaan (antaradhin). ljab Qabul
boleh dilakukan secara tulis maupun lisan. Pada dasarnya akad dapat
dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab gabul
tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya

mengandung ijab gabul’

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan
bahwasannya CV. Mutiara Indonusa telah melaksanakan perjanjian
kerja dengan pekerja kuli bangunan sesuai dengan hukum Islam yang
telah ditentukan. Perjanjian kerja secara lisan diperbolehkan dengan

ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat dalam ljarah. Mengenai

72 Musthofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press), 2017. 22
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kebolehan dalam menggunakan perjanjian secara lisan, tentunya
berkaitan dengan prinsip antaradhin (saling rela) antar pihak khususnya

bagi pekerja kuli bangunan dan pihak perusahaan.

Prinsip antaradhin (saling rela) ini dapat dilihat dari
kesepakatan para pihak yang menyetujui perjanjian diawal dengan
menggunakan perjanjian secara lisan, pada perjanjian tersebut sudah
disepakati terkait waktu kerja serta pemberian upah kepada para pekerja
kuli bangunan CV. Mutiara Indonusa. Pada perjanjan awal tidak ada
keterpaksaan antar sesama pihak sehingga terjadi kesepakatan yang
telah disetujui, meskipun perjanjian tersebut menggunakan perjanjian
secara lisan tidak secara tertulis. Prinsip antaradhin ini sesuai dengan

firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 29 :
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lebih khusus lagi kaidah fighiyyah juga menjelaskan terkait

prinsip antaradhin (saling rela), yakni :

Blai Sy ola Jillle dldall g Gblatial) ol SBal) B Jual)
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Artinya : Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pekerja kuli
bangunan diperbolehkan dilakukan apabila kedua belah pihak tidak ada
keterpaksaan atau saling ridho. Maka dalam hal ini dapat menguatkan
serta melindungi hak-hak bagi pekerja kuli bangunan yang terikat kerja

berdasarkan perjanjian lisan.

73 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Pranata Media, 2006), 130.

85



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terkait
perlindungan hukum kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan
perjanjian lisan perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kuli bangunan yang bekerja dengan
perjanjian secara lisan di CV. Mutiara Indonesia berdasarkan
pasal-pasal yang ada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021
dapat dikatakan masih belum terlaksana sepenuhnya. Sehingga
terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak
perusahaan CV. Mutiara Indonusa dengan pekerja kuli
bangunan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan latar
belakang pendidikan yang rendah nenjadi faktor tidak
terlaksananya perlindungan hukum kuli bangunan secara utuh.
Perjanjian lisan diperbolehkan apabila hak dan kewajiban
masing-masing pihak terpenuhi sehingga terjadi keseimbangan.

2. Berdasarkan hukum Islam, perlindungan hukum kuli bangunan
CV. Mutiara Indonusa jika dikaitkan dengan permasalahan yang
diteliti maka semua aspek dapat dikatakan memenuhi syarat dan
rukun ljarah. Sehingga terjadi kesepakatan antar kedua belah

pihak meskipun menggunakan perjanjian secara lisan namun
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masing-masing pihak telah saling rela dan tercapainya prinsip

antaradhin sesuai dengan syariat Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Saran yang dapat diberikan terkait hal-

hal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan konstruksi CV. Mutiara Indonusa hendaknya
mematuhi peraturan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Hal ini dilakukan
untuk melindungi hak-hak pekerja kuli bangunan yang
seharusnya mereka dapatkan. Agar terjadi keseimbangan hak
dan kewajiban antara semua pihak yang terlibat. Serta
memaksimalkan penerapan perlindungan terhadap pekerja kuli
bangunan. Kemudian bagi pemerintah, hendaknya lebih
memperhatikan ~ perusahaan-perusahaan  kecil ~ dengan
mengadakan sosialisasi, khususnya kepada perusahaan
konstruksi.

2. Untuk tetap mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi
semua pihak yang bersangkutan, hendaknya beberapa aspek
dalam hukum tetap konsisten diterapkan. Sehingga terciptanya
tujuan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa

menyalahi aturan yang sudah diberlakukan
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk narasumber pihak perusahaan konstruksi CV. Mutiara Indonusa

10.

11.

Kapan berdirinya CV ini ?

Berapa jumlah pekerja kuli bangunan yang terikat ?

Bagaimana tahap dari penerimaan kuli bangunan di CV Mutiara Indonusa
ini?

Isi dari perjanjian yang ditandantangani tersebut bagaimana?

Untuk masa kerja kuli bangunan yang ada di CV Mutiara ini apakah hanya
sampai dengan selesainya proyek yang dibangun?

Selama ini, hak apa saja yang diberikan kepada pekerja?

Bagaimana system pembayaran upah yang diberikan kepada kuli
bangunan ?

Apakah jaminan social dinyatakan dalam perjanjian? Atau mungkin ketika
terjadi kecelakaan kerja pihak perusahaan langsung turun tangan. Dan
memberikan jaminan yang sesuai?

Bagaimana pemberian waktu istirahat dan libur bagi pekerja kuli
bangunan?

Mengenai kompensasi, apakah pihak perusahaan memberikan izin untuk
membolehkan kuli bangunan yang berhalangan hadir, digantikan keluarga
lainnya ?

Hal apa saja yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan?
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12. Menurut bapak, apakah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh

perusahaan sudah seimbang?

13. Selama ini adakah sosialiasasi pendampingan yang dilakukan pemerintah

ke perusahaan kecil seperti CV ini?

14. Kendala apa saja yang selama ini dikeluhkan dari perusahaan?

Pertanyaan untuk narasumber pihak perusahaan konstruksi CV. Mutiara Indonusa

9.

Sudah berapa lama bapak menjadi pekerja kuli bangunan?

Perjanjian apa yang digunakan dalam kontrak kerja yang sudah
disepakati?

Apa saja hak-hak yang sudah diberikan perusahaan kepada pekerja kuli
bangunan?

Berapa upah yang dihasilkan dari pekerjaan kuli bangunan?

Apakah upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan hidup?
Apakah selama ini bapak sudah terdaftar dalam jaminan sosial seperti
BPJS?

Apakah ketika bekerja, pekerja kuli bangunan menggunakan alat
pelindung diri?

Bagaimana tanggapan bapak terkait pentingnya menggunakan alat
pelindung diri ketika bekerja.

Jam lIstirahat yang diberikan oleh perusahaan apakah sudah sesuai?

10. Bagaimana tanggapan bapak terkait jam istirahat dan cuti yang diberikan?

11. Apakah selama ini ada pendampingan dari pemerintah?
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12. Selama ini, apakah ada kendala dalam bekerja?
13. Menurut bapak, apakah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh

perusahaan sudah seimbang?
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Lampiran 2 Dokumentasi bersama narasumber

Dokumentasi bersama Bapak Reynold General Manager
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Dokumentasi bersama Bapak Tyo (Mandor Pekerja Kuli Bangunan)

Dokumentasi bersama Bapak Heri Pengawas CV. Mutiara Indonusa
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Dokumentasi bersama Bapak Eko Pekerja Kuli Bangunan
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Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
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